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 Penelitian ini bertujuan untuk memetakan faktor kesadaran, pengetahuan, dan 
sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 
melalui systematic literature review. Sebanyak 15 artikel nasional dan 
internasional yang terbit antara 2017–2022 dianalisis untuk mengidentifikasi 
kontribusi masing-masing faktor terhadap perilaku kepatuhan. Hasil kajian 
menunjukkan bahwa kesadaran membentuk tanggung jawab moral, 
pengetahuan meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban pajak, dan 
sanksi—terutama administratif—mampu menciptakan efek jera. Namun, 
efektivitas ketiganya sangat bergantung pada konteks sosial, persepsi keadilan, 
dan kualitas pelayanan fiskus. Keterbatasan penelitian ini terletak pada 
dominasi studi umum, bukan spesifik pada pajak kendaraan bermotor. Karena 
itu, diperlukan riset lanjutan dan kebijakan daerah yang menggabungkan 
pendekatan edukatif, pelayanan yang transparan, serta penegakan sanksi yang 
konsisten. 
 
This study aims to map the factors of awareness, tax knowledge, and sanctions 
in enhancing motor vehicle tax compliance through a systematic literature 
review. A total of 15 national and international articles published between 2017 
and 2022 were analyzed to identify how each factor contributes to taxpayer 
compliance behavior. The findings reveal that awareness fosters moral 
responsibility, tax knowledge improves understanding of obligations, and 
sanctions particularly administrative ones create a deterrent effect. However, 
the effectiveness of these factors is highly dependent on social context, 
perceptions of fairness, and the quality of tax authority services. This study is 
limited by the predominance of general tax compliance research, rather than 
studies specifically focused on motor vehicle tax. Therefore, further research 
and regional policy development are recommended, combining educational 
approaches, transparent public services, and consistent enforcement of 
sanctions. 
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Pendahuluan 

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran vital dalam menopang 
berbagai program pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 
Di Indonesia, kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara sangat signifikan. Berdasarkan data 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, penerimaan pajak mencapai Rp1.786,4 
triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp2.165,1 triliun, yang berarti sekitar 82,5% pendapatan negara 
berasal dari pajak (Kementerian Keuangan, 2019). Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak terbagi menjadi 
Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Salah satu jenis Pajak Daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB dikenakan atas kepemilikan 
atau penguasaan kendaraan bermotor oleh individu maupun badan usaha, dan keberadaannya sangat penting 
dalam mendukung otonomi fiskal daerah serta pelaksanaan desentralisasi keuangan di Indonesia (Bird & Zolt, 
2003; Bahl & Wallace, 2007). 

Kendati PKB menjadi salah satu sumber utama PAD, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan 
bermotor masih jauh dari optimal. Banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya secara tepat 
waktu, bahkan tidak membayar pajak sama sekali, sehingga menimbulkan potensi hilangnya pendapatan 
daerah yang semestinya dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan publik. Fenomena ini tidak hanya 
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terjadi di satu daerah tertentu, tetapi menjadi isu nasional yang mencerminkan masih rendahnya kesadaran 
dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat 
faktor-faktor penting yang perlu dipahami secara mendalam dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak, 
terutama dalam konteks PKB. Beberapa studi menunjukkan bahwa penurunan kepatuhan pajak dapat 
disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai sistem perpajakan, lemahnya pengawasan administrasi 
pajak, serta rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan dana publik (Torgler, 2005; Kirchler, 
2007). 

Kepatuhan wajib pajak sendiri merujuk pada kesediaan individu atau entitas untuk memenuhi 
kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk membayar PKB secara tepat waktu. 
Dalam kerangka teoritik, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh 
faktor psikologis, sosial, dan institusional. Berbagai penelitian terdahulu telah mengidentifikasi sejumlah 
variabel yang berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti pengetahuan perpajakan, 
kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan (Feld & Frey, 2002; Alm & Torgler, 2011). Dimensi-dimensi ini 
dianggap saling terkait dan dapat mempengaruhi keputusan individu dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. 

Pengetahuan perpajakan menjadi aspek fundamental yang menentukan perilaku kepatuhan wajib 
pajak. Pengetahuan yang memadai mengenai aturan, prosedur, dan konsekuensi perpajakan memungkinkan 
wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban mereka secara lebih baik, sehingga meningkatkan 
kepatuhan mereka. Saad (2014) mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat pengetahuan 
perpajakan dengan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih tertib 
dalam membayar pajak. Hal ini diperkuat oleh Palil dan Mustapha (2011) yang menyatakan bahwa 
kompleksitas sistem perpajakan dapat menghambat pemahaman dan menurunkan kepatuhan, sehingga 
edukasi perpajakan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Selain itu, kesadaran wajib pajak juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan. 
Kesadaran ini mencakup pengakuan bahwa pajak merupakan kewajiban moral dan sosial untuk mendukung 
pembiayaan negara dan pembangunan masyarakat. Dalam studi Torgler dan Schneider (2007), ditemukan 
bahwa moral perpajakan yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Hal serupa 
dikemukakan oleh Devos (2014), yang menunjukkan bahwa kesadaran etis dan tanggung jawab sosial wajib 
pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, khususnya di negara-negara berkembang yang 
sistem perpajakannya masih dalam proses perbaikan. 

Tidak kalah penting, sanksi perpajakan juga menjadi instrumen kebijakan yang digunakan untuk 
menegakkan aturan dan mencegah pelanggaran. Sanksi yang jelas, tegas, dan konsisten dapat menciptakan 
efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Studi oleh Alm, Cherry, Jones, dan McKee (2010) menunjukkan 
bahwa kepatuhan pajak meningkat ketika risiko dikenai sanksi menjadi nyata dan tinggi. Namun demikian, 
efektivitas sanksi juga sangat bergantung pada persepsi keadilan dari sanksi tersebut. Wenzel (2004) 
menekankan bahwa apabila sanksi dianggap tidak adil atau diskriminatif, maka hal tersebut justru dapat 
menurunkan kepatuhan, karena menciptakan resistensi terhadap sistem perpajakan itu sendiri. 

Sejumlah penelitian sebelumnya memang telah membahas masing-masing faktor secara terpisah, 
namun studi yang mengkaji ketiga variabel tersebut secara simultan, khususnya dalam konteks PKB, masih 
sangat terbatas. Di sinilah letak kebaruan dari penelitian ini, yang mengintegrasikan variabel pengetahuan 
perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan sebagai determinan utama dalam memengaruhi 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan 
antara pendekatan teoretis dan kebutuhan praktis dalam peningkatan penerimaan PKB di tingkat daerah 
(Luttmer & Singhal, 2014). 

Kontribusi keilmuan dari penelitian ini terletak pada upaya memperkaya literatur empiris tentang 
kepatuhan pajak di ranah lokal dengan pendekatan integratif, yang menggabungkan aspek kognitif, afektif, 
dan institusional dalam satu model analisis. Sementara dari sisi praktis, temuan penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan masukan yang konkret bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam 
merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan 
bermotor. Strategi tersebut dapat mencakup program edukasi perpajakan yang lebih terarah, kampanye 
kesadaran pajak yang berbasis pada nilai-nilai sosial, serta penerapan sanksi yang transparan dan adil (OECD, 
2010; Braithwaite, 2003). 

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan 
perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 
bermotor. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersedianya bukti empiris yang dapat 
digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan perpajakan daerah, serta mendorong peningkatan 
penerimaan PKB secara berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti. 
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Uraian Teori 
 
Teori Atribusi   

Teori atribusi merupakan teori psikologi sosial yang dikembangkan oleh Fritz Heider dan kemudian 
disempurnakan oleh Bernard Weiner, yang berfokus pada bagaimana individu menjelaskan penyebab suatu 
perilaku, baik perilaku sendiri maupun orang lain. Teori ini membedakan dua jenis atribusi, yaitu atribusi 
internal dan eksternal. Atribusi internal merujuk pada penyebab yang berasal dari dalam individu, seperti 
sikap, kepercayaan, atau pengetahuan. Sedangkan atribusi eksternal berhubungan dengan faktor-faktor dari 
luar individu, seperti tekanan sosial, kebijakan pemerintah, atau lingkungan. Dalam konteks perpajakan, teori 
atribusi digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dapat dipengaruhi oleh 
faktor internal seperti tingkat pengetahuan perpajakan dan kesadaran pajak, serta faktor eksternal seperti 
keberadaan dan penerapan sanksi pajak. Dengan pendekatan ini, dapat dianalisis bagaimana masing-masing 
faktor berkontribusi terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar kewajibannya secara tepat waktu. 
Penelitian ini mengaplikasikan teori atribusi untuk menjelaskan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib 
pajak merupakan bentuk dari atribusi internal, sedangkan sanksi pajak sebagai bentuk tekanan dari luar 
merupakan atribusi eksternal. Pendekatan ini memberikan kerangka teoretis yang kuat dalam menganalisis 
kepatuhan pajak kendaraan bermotor secara komprehensif, dan menegaskan bahwa pemahaman terhadap 
motivasi dan persepsi individu sangat penting dalam perumusan kebijakan perpajakan yang efektif. 

Pajak   

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh individu maupun badan 
hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya imbalan 
langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dilakukan oleh 
orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan 
langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki 
peran penting sebagai sumber pendapatan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 
karena hasil pajak digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan pembangunan nasional, seperti 
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Wardani dan Rumiyatun (2017) 
menyebutkan bahwa pajak memiliki kontribusi strategis dalam menciptakan pemerataan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak menjadi krusial untuk menjamin 
keberlangsungan penerimaan negara. Namun, tingkat kepatuhan masih menjadi tantangan, terutama dalam 
kategori pajak yang ditagih secara massal, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang membutuhkan 
strategi pendekatan yang lebih humanistik dan berbasis perilaku. Oleh karena itu, pemahaman tentang pajak 
tidak hanya mencakup aspek yuridis dan fiskal, tetapi juga aspek psikologis dan sosiologis wajib pajak sebagai 
bagian dari strategi peningkatan kepatuhan pajak yang efektif. 

 

Pajak Kendaraan Bermotor   

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sangat penting 
dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 
kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dalam hal ini mencakup semua jenis kendaraan beroda yang 
digerakkan oleh mesin, baik yang digunakan di jalan raya maupun di medan khusus seperti alat berat, 
kendaraan dinas, dan kendaraan lainnya yang memiliki kemampuan teknis untuk beroperasi menggunakan 
energi mekanik. Pajak ini dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor setiap tahun, dan menjadi salah 
satu sumber penerimaan daerah yang relatif stabil. Dalam implementasinya, pemerintah daerah melalui 
Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan penagihan serta 
pengawasan terhadap pembayaran PKB. Meskipun potensi penerimaannya besar, namun realisasi dari PKB 
masih sering menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, 
keterbatasan sistem pengawasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak 
tepat waktu. PKB juga erat kaitannya dengan aspek administrasi kendaraan seperti registrasi dan pengesahan 
STNK, yang seringkali menjadi motivasi utama wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Namun demikian, 
pemahaman dan kepatuhan wajib pajak tidak dapat hanya bergantung pada mekanisme administratif, 
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melainkan juga harus ditingkatkan melalui edukasi perpajakan, penguatan sistem sanksi, serta kebijakan 
insentif. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan kepatuhan PKB agar 
potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan. 

Metode Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode studi literatur untuk menggambarkan 

secara sistematis dan komprehensif berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 
Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis berbagai temuan dari 
penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, serta literatur akademik yang relevan dalam menjelaskan peran 
kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap perilaku kepatuhan. Sumber data dalam 
penelitian ini berasal dari bahan-bahan sekunder, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi,  

Metode yang digunakan dalam SLR ini mencakup langkah-langkah sebagai berikut: 
a) Identifikasi sumber: Artikel diperoleh dari database jurnal bereputasi nasional (Sinta 2–4) dan jurnal 

internasional (Scopus, DOAJ, Google Scholar). 
b) Kriteria inklusi: Artikel yang membahas hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, 

baik dalam konteks umum maupun spesifik seperti pajak kendaraan bermotor. 
c) Tahun publikasi: Artikel yang diterbitkan antara tahun 2017 hingga 2022. 
d) Jenis studi: Studi empiris (kuantitatif), studi kualitatif, dan literature review. 
e) Sebanyak 15 artikel telah direview secara mendalam berdasarkan tujuan, metode, hasil temuan, dan 

kontribusinya terhadap pemahaman tentang sanksi perpajakan. 

 

Hasil Dan Pembahasan  
 
Analisis Literature Review 
Sanksi sebagai Instrumen Peningkatan Kepatuhan 
 

Sanksi perpajakan berperan sebagai alat regulatif yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak melalui efek jera. Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh Siamena et al. (2017) dan 
Mandowally et al. (2020), menemukan bahwa penerapan sanksi perpajakan secara tegas memiliki pengaruh 
positif terhadap perilaku kepatuhan. Wajib pajak yang menyadari adanya konsekuensi finansial dan hukum 
atas kelalaian atau pelanggaran cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi, 
baik dalam bentuk denda administrasi maupun ancaman pidana, berfungsi sebagai pencegah terhadap 
tindakan penghindaran pajak. Ketakutan akan kerugian ekonomi atau stigma sosial akibat terkena sanksi, 
turut membentuk pola kepatuhan. Studi-studi tersebut juga menekankan bahwa semakin tinggi tingkat 
kepastian hukum atas pelaksanaan sanksi, semakin besar pula pengaruhnya dalam menekan tingkat 
ketidakpatuhan pajak di masyarakat. 
 
Efektivitas Relatif Sanksi Administratif vs. Pidana 
 

Efektivitas sanksi dalam konteks perpajakan tidak bersifat seragam. Studi yang dilakukan oleh 
Purwanto (2020) menunjukkan bahwa sanksi administratif lebih efektif dibandingkan sanksi pidana dalam 
konteks praktik perpajakan di lapangan. Sanksi pidana, seperti ancaman hukuman penjara, sering kali tidak 
diterapkan secara nyata atau hanya dikenakan pada kasus ekstrem, sehingga efek jera yang ditimbulkannya 
cenderung rendah. Di sisi lain, sanksi administratif berupa denda atau bunga keterlambatan pembayaran 
pajak memiliki dampak langsung terhadap kondisi finansial wajib pajak. Karena lebih cepat diterapkan dan 
terasa nyata, sanksi ini dinilai lebih efisien dalam mendorong kepatuhan. Selain itu, implementasi sanksi 
administratif biasanya lebih sederhana dan tidak memerlukan proses hukum yang panjang, sehingga lebih 
sesuai untuk diterapkan dalam konteks pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor. 
 
Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Sanksi 
 

Efektivitas sanksi perpajakan tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 
pendukung lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Puspasari et al. (2025) dan Primasari & Hendrani (2022) 
menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta konsistensi dalam penerapan 
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sanksi adalah elemen-elemen kunci yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan sanksi. Jika wajib 
pajak tidak memahami alasan dikenakannya sanksi atau merasa bahwa hukum pajak dijalankan secara 
diskriminatif, maka motivasi untuk patuh akan menurun. Sebaliknya, jika penegakan hukum dilakukan secara 
transparan, adil, dan disertai edukasi yang memadai, maka sanksi akan menjadi alat yang efektif untuk 
mendorong kepatuhan. Rendahnya kualitas pelayanan publik dan inkonsistensi penegakan juga dapat 
menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan, sehingga mengurangi 
legitimasi otoritas pajak di mata masyarakat. 
 
Kontribusi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor 
 

Meskipun banyak studi membahas pengaruh sanksi perpajakan dalam konteks pajak penghasilan 
atau pajak umum, temuan-temuan tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks pajak kendaraan 
bermotor. Jenis pajak ini juga tunduk pada sanksi administratif seperti denda atas keterlambatan pembayaran 
atau penalti atas kelalaian perpanjangan STNK. Mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu 
sumber utama pendapatan daerah, efektivitas sanksi dalam konteks ini menjadi sangat penting. Studi-studi 
tersebut memberikan dasar bahwa penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menjadi instrumen 
strategis untuk menurunkan angka tunggakan pajak kendaraan. Selain itu, pemahaman wajib pajak terhadap 
konsekuensi hukum dan finansial dari ketidakpatuhan perlu ditingkatkan melalui kampanye sosial dan 
pelayanan yang informatif. Oleh karena itu, hasil kajian ini penting untuk dijadikan rujukan dalam 
pengembangan kebijakan pajak daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

 

Pembahasan 

Kesadaran wajib pajak merujuk pada tingkat pemahaman dan pengakuan individu terhadap 
pentingnya membayar pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagai bentuk kontribusi 
terhadap pembangunan daerah. Dalam konteks ini, kesadaran bukan hanya dipengaruhi oleh pengetahuan 
formal mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan moralitas yang 
tertanam dalam diri individu. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi biasanya mengaitkan 
kewajiban membayar pajak dengan tanggung jawab sosial untuk mendukung pelayanan publik, infrastruktur, 
dan kesejahteraan masyarakat. Motivasi internal seperti rasa tanggung jawab, nasionalisme, serta keyakinan 
bahwa pembayaran pajak merupakan kontribusi nyata terhadap negara menjadi pendorong utama dalam 
membentuk sikap patuh. Penelitian ini akan menggali secara mendalam bagaimana kesadaran ini terbentuk 
melalui pengalaman hidup, pendidikan, lingkungan sosial, serta peran pemerintah dalam menyosialisasikan 
fungsi pajak secara etis dan moral. 

 
Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib 
pajak. Dalam konteks PKB, pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang prosedur pembayaran, tarif, 
tenggat waktu, serta konsekuensi dari keterlambatan. Individu yang memiliki pengetahuan yang memadai 
tentang hal-hal tersebut cenderung lebih patuh terhadap kewajibannya karena mereka memahami aturan 
yang berlaku serta hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Namun, di lapangan, sering kali ditemukan 
bahwa kurangnya akses terhadap informasi pajak, minimnya literasi fiskal, serta kompleksitas istilah teknis 
menjadi hambatan utama. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak memahami proses digitalisasi 
pembayaran pajak atau tidak mengetahui informasi terkini terkait kebijakan perpajakan daerah. Penelitian 
ini bertujuan untuk memetakan bagaimana tingkat pengetahuan ini terbentuk dan bagaimana peran 
pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi perpajakan secara efektif kepada masyarakat. 

 
Sanksi Perpajakan 

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum yang dirancang untuk mendorong 
kepatuhan wajib pajak dengan cara menciptakan efek jera. Dalam konteks PKB, sanksi dapat berupa denda 
administratif, penundaan pengurusan dokumen kendaraan, hingga tindakan represif lainnya jika ditemukan 
pelanggaran. Namun, keberhasilan sanksi tidak hanya ditentukan oleh besarnya hukuman, tetapi juga oleh 
persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan konsistensi penerapannya. Jika sanksi dianggap tidak adil atau 
jarang ditegakkan, maka efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan menjadi rendah. Selain itu, 
pengalaman langsung atau tidak langsung seseorang terhadap penegakan sanksi juga membentuk sikapnya 
terhadap pajak. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana persepsi masyarakat terhadap sanksi 
terbentuk, seberapa besar pengaruhnya terhadap keputusan membayar pajak, dan bagaimana praktik 
pelaksanaan sanksi di tingkat lapangan mempengaruhi perilaku wajib pajak. 
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Interaksi Ketiga Faktor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Ketiga faktor di atas kesadaran, pengetahuan, dan sanksi tidak berdiri sendiri, melainkan saling 
berinteraksi dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, 
kepatuhan dilihat sebagai hasil dari interaksi kompleks antara aspek internal (kesadaran dan pengetahuan) 
dan eksternal (sanksi). Misalnya, seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai tetapi 
kesadarannya rendah mungkin tetap tidak patuh, sementara seseorang dengan kesadaran tinggi namun 
informasi yang terbatas juga bisa mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya. Demikian pula, 
efektivitas sanksi sangat tergantung pada tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan pada 
persepsi keadilan dari pelaksanaannya. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kombinasi dari ketiga 
faktor tersebut membentuk dinamika kepatuhan, serta mencari pemicu dan penghambat utama dari 
perspektif wajib pajak itu sendiri. Analisis mendalam ini akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi 
kebijakan yang berbasis pada realitas sosial dan psikologis masyarakat. 
 

Kesimpulan 
 
Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap literatur nasional dan internasional, sanksi perpajakan 

terbukti memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi berfungsi 
menciptakan efek jera serta memperkuat kesadaran terhadap konsekuensi ketidakpatuhan. Di antara jenis 
sanksi, sanksi administratif dinilai lebih efektif karena penerapannya yang cepat dan langsung dirasakan, 
sementara sanksi pidana cenderung kurang efektif akibat rendahnya frekuensi dan kendala implementasi. 
Efektivitas sanksi tidak hanya bergantung pada bentuk atau besarannya, tetapi juga pada faktor pendukung 
seperti kesadaran, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta transparansi dan konsistensi 
penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan sanksi perlu diiringi dengan edukasi dan peningkatan 
kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan sumber yang 
direview dan dominasi studi yang membahas pajak secara umum, bukan secara khusus pajak kendaraan 
bermotor. Temuan menunjukkan pentingnya strategi yang menggabungkan pendekatan hukuman dan 
edukasi untuk membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Rekomendasinya adalah perlunya riset 
lanjutan dan kebijakan daerah yang menyatukan aspek koersif dan persuasif secara seimbang. 
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